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ABSTRAK
Permana, Handika Yogi. 2010. Skripsi “Peningkatan Status Tanah Untuk Rumah Tinggal Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Dalam Hal Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara)”.Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Drs. Sugito, S.H. M.H. 92 Halaman.
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Peningkatan status tanah untuk rumah tinggal dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya tersebut dalam rangka turut serta mempelancar pelaksanaan pembangunan di bidang politik maupun hukum agrarian di Indonesia. Seiring dengan banyaknya jumlah penduduk, diperlukan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan rumah tinggal. Hal ini adalah sejalan dengan jiwa Undang Undang Pokok Agraria yang menyediakan hak milik sebagai hak yang terkuat bagi perseorangan Warga Negara Indonesia dan dalam rangka pemberian kepastian hukum. Maka diperlukannya hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tersebut berdiri, supaya terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang diamanatkan di dalam penjelasan umum Undang Undang Pokok Agraria. Pemberian hak Milik Atas Tanah untuk Rumah tinggal selalu didahului dengan penghapusan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diberikan status Hak Milik tersebut.
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya ? 2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ? 3) Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik? 

Penelitian ini dilihat dari permasalahannya termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis interaksi yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.Jenis pengumpulan data dengan cara wawancara dan Dokumentasi. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Pegawai BPN Kabupaten Jepara serta responden yang melakukan permohonan peningkatan status tanah di Kantor BPN Kabupaten Jepara. Sumber data sekunder yaitu buku, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan dasar peningkatan status Tanah untuk rumah tinggal dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Faktor yang menghambat dalam peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah Pemohon kurang memahami prosedur pengajuan, Pemohon tidak mengetahui persyaratan yang harus dilengkapi, Lama proses peningkatan sampai keluarnya sertifikat, melebihi batas aturan yang ditetapkan. Upaya untuk mengatasi hambatan ialah Pemohon diberi pengarahan dari pegawai bagaimana cara prosedur pengajuannya, Pemohon tanya langsung kepada pegawai tentang syarat-syarat apa saja yang harus di lengkapi, Kantor BPN memang perlu perekrutan Pegawai baru agar penggarapan berkasnya bisa selesai tepat waktu.

Adapun kesimpulan Peningkatan Status Tanah untuk Rumah Tinggal dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dalam Hal Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya pegawai BPN mengacu pada Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Hambatan yang terjadi dalam Peningkatan Status Tanah untuk Rumah Tinggal dari Hak Guna  menjadi Hak Milik dalam Hal Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya yaitu: 1) Dari Pemohon 2) Dari Pegawai. Upaya yang dilakukan agar hambatan  yang di hadapi dapat di atasi: Pemohon diberi pengarahan dari pegawai, Pemohon tanya langsung kepada pegawai tentang syarat-syarat. Saran yang ingin dikemukakan disini ada dua yaitu 1) Untuk Pegawai : Perlu perekrutan pegawai baru agar lama pemrosesan peningkatan status tanah tepat waktu dan Sebaiknya pihak Kantor BPN Kabupaten Jepara melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui LARASITA (layanan rakyat untuk sertifikasi tanah). 2) Untuk Pemohon : Apabila akan mendaftar tanahnya untuk ditingkatkan dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik lebih baik memakai jasa pejabat yang berwenang dalam hal pendaftaran seperti PPAT Notaris, karena PPAT Notaris sudah berpengalaman dan ini merupakan salah satu tugas dari PPAT itu sendiri.
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